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ABSTRAK

Nama : Arsyi Muhammad Fairuz Dandis
Nim :201810110311390
Judul :Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran 1zin Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Reklame (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)

Pembimbing : 1.Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

2. Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana
efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Reklame.Di wilayah Hukum Kota Malang masih banyak Reklame liar
alias tidak memiliki izin terutama pada reklame yang bersifat isidentil atau tidak tetap.
Sehingga,penelitian ini akan membahas Bagaimana bentuk Pelanggaran Izin Reklame Di
Wilayah Hukum Kota Malang, serta Bagaimana Penegakan Sanksi Administrasi atas
Pelanggaran Izin Reklame Di Wilayah Hukum Kota Malang. Adapun metode penelitian
hukum yang digunakan adalah yuridis sosioligis dengan mengumpulkan data primer dan
data skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara,
dokumentasi, dan studi lapangan. Dari data yang sudah dikumpulkan selanjutnya di analisa
dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan ‘peneliti, penerapan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggraan Reklame masih belum efektif, hal ini dikarenakan meskipun banyaknya
penerapan sanksi berupa sanksi administratif tidak mengurangi besarnya pelanggaran
izin Reklame di Kota Malang yang melanggar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2
Tahun 2022 pasal 4 Tentang Ketertiban Umum Dan lingkungan Hidup. Dan dalam
Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Malang masih belum
efektif dikarenakan meskipun banyaknya penerapan sanksi berupa sanksi administratif
tidak mengurangi besarnya pelanggaran izin Reklame di Kota Malang. Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Malang hendaknya berupaya menyediakan informasi yang jelas dan
mudah di akses tentang aturan penertiban Reklame kepada masyarakat agar pelanggaran
terhadap Reklame bisa berkurang. Informasi ini dapat di sebarkan melalui sosialisasi,
melalui website resmi milik Pemerintah Kota Malang, atau sosial media resmi milik
Pemerintah Kota Malang. Serta dalam menerapkan sanksi bagi para pelanggar reklame
yang tidak memiliki izin dapat diberikan sanksi berupa status “Blacklist”(tidak di
perkenankan melakukan pemasangan reklame dalam kurun waktu tertentu), bagi
reklame/banner yang tidak pada tempatnya tetap di di turunkan karena dapat mengganggu
keindahan kota, selanjutnya untuk yang izin nya melebihi batas dapat dikenakan denda
atau biaya lebih terhitung dari berakhirnya izin reklame tersebut.

Kata Kunci ; Penegakan Hukum, Sanksi Administratif, Pelanggaran lzin, Reklame
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ABSTRACT

Name . Arsyi Muhammad Fairuz Dandis
NIM :201810110311390
Title : Enforcement of Administrative Sanctions for Violations of Billboard

Permits Based on Malang City Regional Regulation Number 2 of 2022
concerning the Implementation of Billboards (Study in the Jurisdiction of
Malang City)

Adviser  : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum

2. Said Noor Prasetyo, SH, MH

This study focuses on knowing and explaining how effective the implementation of
Malang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Advertising
Implementation is. In the jurisdiction of Malang City, there are still many illegal
advertisements, aka those that do not have permits, especially advertisements that are
incidental or not permanent. Thus, this study will discuss the forms of Advertising Permit
Violations in the Jurisdiction of Malang City, as well as How to Enforce Administrative
Sanctions for Advertising Permit Violations in the Jurisdiction of Malang City. The legal
research method used is sociological juridical by collecting primary data and secondary
data. The data collection techniques used are interviews, documentation, and field studies.
The data that has been collected is then analyzed and presented using a qualitative
descriptive_method. Based on the results of research conducted by researchers, the
implementation of Regional Regulation. Number 2 of 2022 concerning Advertising
Implementation is still ineffective, this is' because even though there are many
administrative sanctions, it does not reduce the number of violations of advertising permits
in Malang City that violate Malang City Regional Regulation Number 2 of 2022 Article 4
concerning Public Order and the Environment. And in Enforcing Sanctions against
Advertising Permit Violations in Malang City, it is still ineffective because even though
there are many administrative sanctions, it does not reduce the number of violations of
advertising permits in Malang City. The Malang City Civil Service Police Unit should
strive to provide clear and easily accessible information about advertising regulation
regulations to the public so that violations of advertising can be reduced. This information
can be disseminated through socialization, through the official website of the Malang City
Government, or the official social media of the Malang City Government. And in
implementing sanctions for violators of advertising that does not have a permit, sanctions
can be given in the form of "Blacklist™ status (not allowed to install advertising for a certain
period of time), for advertisements/banners that are not in their place must be taken down
because they can disrupt the beauty of the city, then for those whose permits exceed the
limit, a fine or additional costs can be imposed from the end of the advertising permit.

Keywords: Law Enforcement, Administrative Sanctions, Permit Violations, Billboards
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